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 Assalamu alaikum warrahmatullahi wabarakaatuh 
Segala puji bagi Allah swt. Tuhan semesta alam atas izin dan limpahan 
rahmat-Nya berupa kesehatan dan kemampuan berfikir untuk berbuat kepada 
manusia, sehingga mampu melangsungkan tarap hidup dan membuat peradaban dunia 
di atas muka bumi serta mampu berpikir rasional, kritis, kreatif dan ulet dalam 
bertindak. Dengan segala teknologi mutakhir dalam pengabdian dan ibadah hanya 
kepada-Nya semata-mata. Shalawat dan taslim atas kehariban Rasulullah Saw. atas 
akhlak mulia dan suri tauladan yang dimiliki, menjadikannya sebagai panutan bagi 
ummat manusia sebagai rahmatan lil-alamin. Nabi yang membawa risalah kebenaran 
dan pencerahan bagi umat, yang merubah wajah dunia dari alam yang biadab menuju 
alam yang beradab, dari alam sial menuju alam yang sosial. Kedatangannya juga 
membebaskan manusia dari belenggu kebodohan (jahiliyah) dan perbudakan, lalu 
mencerahkannya dengan kecerdasan fikiran dan ketundukan bathin sehingga 
membuat manusia dan ummatnya taat, tetapi bukan ketaatan tanpa rasio dan 
kecerdasan, tetapi tidak membuatnya angkuh dan sombong. 
Atas segala kerendahan hati, penulis menghadirkan karya ilmiah ini tentu 
masih jauh dari kesempurnaan dengan segala kekurangan dan keterbatasannya, 
penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan member kontribusi bagi 
yang berminat pada tema kajian ini, yang berjudul “Kedudukan Anak Akibat 
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Batalnya Perkawinan karena Hubungan Sesusuan” Penulis menyadari dengan 
sepenuh hati, selama mengikuti program perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum 
Universitas Islam Negeri sampai selesainya skripsi ini telah memperoleh banyak 
pelajaran tentang makna hidup berdampingan dalam dunia proses dan arti 
kebersamaan yang sesungguhnya, motivasi, semangat hidup untuk tetap melangkah 
menggapai cita-cita serta bantuan dari berbagai pihak menjadi motivator tersendiri 
bagi penulis. Ucapan terima kasih Penulis persembahkan kepada : 
1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Kacu dan Ibunda Jubaeda, yang telah 
mengasuh, mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih 
sayangnya tanpa adanya keluh kesah sedikit pun. 
2. Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT., M.S. selaku Rektor UIN Alauddin 
Makassar yang telah memberikan kebijakan-kebijakan demi membangun UIN 
Alauddin Makssar agar lebih berkualitas dan dapat bersaing dengan perguruan 
tinggi lain. 
3. Bapak Prof. Dr. H. Ali Parman, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan 
Hukum UIN Alaudiin Makassar.  
4. Ibu A. Intan Cahyani, M. Ag, Selaku Pembimbing I  dan Bapak Zulhas’ari 
Mustafa, M. Ag selaku Pembimbing II  penulis, di tengah kesibukan beliau 
tetap menerima Penulis untuk berkonsultasi. 
5. Para Pembantu Dekan I, PD II, PD III, Fakultas Syariah dan Hukum UIN 
Alauddin Makassar yang telah memberikan kebijakan kepada penulis dalam 
proses penyelesaian studi;  
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berbagai hal yang menyangkut masalah jurusan;  
7. Terkhusus kepada kakanda Sirajuddin, S.Ei penulis mengucapkan banyak 
terima kasih atas segala dukungan, bantuan dan kesetiaannya dalam 
memberikan bimbingan dan arahan-arahan selama penulisan skripsi ini.  
8. Teman-teman seperjuangan angkatan 2008  yang tidak sempat saya sebutkan 
namanya satu persatu. Terima kasih banyak atas partisipasinya semoga 
langkah kita selalu di ridhoi oleh sang Pencipta dan semoga kita dipertemukan 
kembali di lain waktu dan di lain tempat. 
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keterbatasan ruang hingga tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu; 
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Nama  : MISNAWATI 
Nim  : 10100108026 
Fak/Jurusan  : Syari’ah Dan Hukum/ Peradilan Agama 
Judul        : Kedudukan Anak Akibat Batalnya Perkawinan karena         
Hubungan Sesusuan 
 Judul dari skripsi ini adalah “Kedudukan Anak Akibat Batalnya Perkawinan 
karena Hubungan Sesusuan. Masalah yang menjadi fokus dari tulisan ini adalah 
Bagaimana proses penyelesaian hukum terhadap anak yang orang tuanya memiliki 
hubungan sesusuan di Kabupaten Sinjai serta bagaimana pandangan Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) Kabupaten Sinjai terhadap kedudukan anak setelah putusnya 
perkawinan karena hubungan sesusuan. 
 Penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini, adalah Metode 
Pendekatan yuridis, sosiologis  dan  pendekatan syar’i. Pendekatan yuridis, yaitu 
penulis berpedoman pada dalil-dalil nash al-qur’an dan hadist Nabi saw. terutama 
mengenai perkawinan, dengan jalan mencari penjelasan dari peraturan yang berlaku 
guna mendukung legalitas dari persoalan yang dibahas, dan Pendekatan sosiologis, 
yaitu dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum disebabkan batalnya 
suatu perkawinan karena hubungan sesusuan di tengah-tengah kehidupan masyarakat 
dilihat dari sudut struktur sosialnya. Serta Pendekatan syar’i, yaitu membahas 
masalah dengan memperhatikan ketentuan atau aturan yang ditetapkan dalam syari’at 
Islam, yaitu penulis berpedoman KHI. Adapun metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah Penelitian Kepustakaan (Library Research) dan Penelitian 
Lapangan (Field Research) dengan menggunakan tekhnik wawancara dan observasi, 
serta metode pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penyusunan skripsi 
ini adalah editing dan verifikasi. 
Hasil penelitian yang diperoleh bahwa Proses penyelesaian hukum terhadap 
anak yang orang tuanya memiliki hubungan sesusuan di Kabupaten Sinjai yaitu anak 
yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tersebut, statusnya jelas anak sah 
sehingga ia berhak atas pemeliharaan dan pembiayaan serta waris. Pandangan Majelis 
Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sinjai terhadap kedudukan anak setelah putusnya 
perkawinan karena hubungan sesusuan oleh orang tuanya, akibat hukum terhadap 
anak-anak yang lahir dari perkawinan yang telah dibatalkan statusnya adalah 
merupakan anak sah baik di dalam Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi 
Hukum Islam, walaupun salah seorang dari orangtuanya atau kedua orang tuanya 







A. Latar Belakang 
Perkawinan  merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan 
manusia, terutama dalam pergaulan hidup masyarakat. Perkawinan adalah  suatu jalan 
yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Pada 
dasarnya, perkawinan mempunyai tujuan bersifat jangka panjang, sebagaimana 
keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang rukun, 
tenteram dan bahagia dalam suasana cinta kasih dari dua jenis mahluk ciptaan Allah 
swt. Sebagaimana dalam Firman Allah dalam Qs. Ar-Rum Ayat 21: 
                                       
           
Terjemahnya:   
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu 
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 
kaum yang berfikir.1 
 
Pertalian dalam suatu perkawinan adalah pertalian yang seteguh-teguhnya 
dalam hidup dan kehidupan manusia bukan saja antara suami dan isteri serta 
                                                  
1Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 







keturunannya melainkan juga kepada keluarga dan masyarakat pada umumnya. 
Dalam pergaulan hidup antara suami dan istri yang kasih mengasihi, akan 
berpindahlah kebajikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihak, sehingga 
merekapun akan menjadi satu dalam segala urusan tolong menolong antara sesama 
dalam menjalankan kebajikan dan menjaga dari kejahatan. Selain dari pada itu, 
dengan perkawinan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya. 
Selain semua yang dikemukakan di atas lembaga perkawinan dalam 
kenyataannya bukan saja merupakan masalah yang bersifat pribadi semata-mata, 
lebih jauh lagi perkawinan juga dimaksudkan atau berfungsi bagi kemaslahatan umat 
manusia. Disamping itu semua, selain untuk pemenuhan kebutuhan jasmani dan 
kebutuhan rohani, perkawinan juga ditujukan untuk melanjutkan keturunan, sebagai 
generasi penerus bagi kelangsungan keberadaan manusia. Disinilah dirasakan 
pentingnya keberadaan seorang anak dalam suatu lingkungan keluarga, selain sebagai 
penghibur dikala susah dan lelah, pada hakikatnya seorang anak adalah anugerah dan 
amanah dari sang pencipta alam semesta. 
Perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga sebagai salah satu unsur 
masyarakat pada mulanya di atur dalam berbagai peraturan. Dalam masa pluralisme 
hukum perkawinan, pengaturan didasarkan pada perbedaan golongan penduduk. Ada 
ketentuan untuk golongan Eropa, golongan Timur asing (Cina) dan golongan 







Oleh karena itu lahirlah Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
(UUP).2 
Undang-Undang No. 1 tahun 1974 adalah Undang-undang yang mengatur 
tentang perkawinan secara nasional, yang berlaku bagi semua golongan dalam 
masyarakat Indonesia. Undang-undang perkawinan ini adalah suatu unifikasi hukum 
dalam hukum perkawinan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975 dengan 
Peraturan Pelaksananya PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 
1974 tentang perkawinan. 
Undang-undang No. 1 tahun 1974 menamakan undang-undang ini sebagai 
suatu unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi 
berdasarkan agama dan kepercayaan yang Berketuhanan Yang Maha Esa, lagi pula 
unifikasi tersebut bertujuan hendak memperlengkapi segala apa yang tidak diatur 
hukumnya dalam agama atau kepercayaan, karena dalam hal tersebut negara berhak 
mengaturnya sendiri sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman. 
Berbeda dengan negara sekuler, perkawinan menurut UUP di Indonesia bukan 
hanya meliputi aspek keperdatan saja akan tetapi juga merupakan aspek keagamaan, 
oleh karenanya sah atau tidaknya suatu perkawinan digantungkan sepenuhnya pada 
hukum agama dan kepercayaan masing-masing rakyat Indonesia, sesuai Pasal 2 ayat 
                                                  
2Jumni Neli, Putusnya Perkawanan karena Hubungan Darah, www.google.com, Diakses 







(1) UUP.3 Adanya Pasal 2 ayat (1) ini menyebabkan UUP dapat disebut tidak 
merupakan unifikasi secara penuh karena hanya mengatur hal-hal yang bersifat 
umum, artinya masih terdapat diferensiasi dalam hal yang spesifik seperti masalah 
keabsahan perkawinan. Diferensiasi ini tidak dapat di elakan karena negara Indonesia 
memiliki 5 agama yang dilindungi oleh hukum negara dan mengenai perkawinan ini 
adalah hal yang sensitif sebab berkaitan dengan keyakinan. Khusus bagi yang 
beragama Islam di atur tersendiri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).4 
KHI terbentuk karena pemerintah melihat bahwa umat Islam Indonesia bukan 
hanya sekedar merupakan kelompok mayoritas, akan tetapi juga merupakan 
kelompok terbesar umat Islam di dunia, maka dengan instruksi Presiden RI Nomor 1 
Tahun 1990 berlakulah apa yang dinamakan KHI sebagai hukum material yang 
dipergunakan dalam lingkungan Peradilan Agama. Berlakunya KHI ini diharapkan 
akan meningkatkan peranan dari para Hakim Agama dalam ber-ijtihad. 
Lahirnya KHI selain untuk menggalakkan kembali ijtihad dikalangan umat 
Islam, juga dimaksudkan untuk menyatukan persepsi dikalangan umat Islam sendiri 
dalam melihat persoalan yang timbul di masyarakat, sesuai dengan budaya Indonesia 
akan tetapi tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunnah. Tentang perkawinan 
diatur dalam buku I KHI, baik mengenai peminangan, hak dan kewajiban suami 
                                                  
3Hazairin, Tinjauan Mengenai Undang-Undang  No.1 Tahun 1974  (Jakarta: PT. Bumi 








isteri, pemeliharaan anak, perwalian, dan lain-lain. Selanjutnya dalam hal terjadinya 
pembatalan perkawinan ini telah diatur oleh UUP dan KHI. Adanya pengaturan 
mengenai pembatalan perkawinan ini selain dimaksudkan untuk penyempurnaan 
pengaturan ketentuan perkawinan juga untuk mengantisipasi kemungkinan-
kemungkinan yang timbul dikemudian hari. Seperti halnya perceraian, pembatalan 
perkawinan ternyata membawa konsekuensi yang tidak jauh berbeda dengan masalah 
perceraian, dalam kaitannya dengan perkawinan antara dua orang yang mempunyai 
hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai pada derajat tertentu adalah suatu hal 
yang bisa mengancam kelangsungan perkawinannya tersebut. 
Anak hasil perkawinan sesusuan adalah anak luar kawin yang tergolong 
syubhat yang dilahirkan dari suatu akad dan hanya memiliki hubungan keperdataan 
hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Untuk memperoleh hubungan 
keperdataan dengan ayahnya harus melalui lembaga pengakuan anak. Tetapi baik 
Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak merinci secara 
jelas mengenai pengakuan anak ini.  
Untuk itu penulis merujuk pada KUHPerdata, tetapi lembaga pengakuan anak 
oleh KUHPerdata dikecualikan terhadap anak hasil perkawinan sesusuan  dan 
ditegaskan lagi oleh N-BW dengan menyatakan bahwa pengakuan tersebut jika tetap 
dilakukan maka berakibat batalnya pengakuan itu. Karena Peraturan Pemerintah yang 







melindungi kepentingan hukum si anak, Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi 
Hukum Islam mengecualikan daya berlaku surut terhadap pembatalan perkawinan 
terhadap anak hasil perkawinan tersebut. Jadi menurut Undang-undang, anak itu 
dianggap sebagai anak yang sah. Akibat hukumnya sama dengan putusnya 
perkawinan baik karena perceraian maupun kematian. 
Hal tersebut diatas juga turut mempengaruhi status dari anak yang dilahirkan, 
apakah memang anak dari perkawinan yang demikian harus dianggap sah dari 
perkawinan antara dua orang yang mempunyai hubungan sesusuan khususnya di 
Kabupaten Sinjai, lalu bagaimana kemudian Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
Kabupaten Sinjai melihat persolan-persoalan yang demikian di tengah-tengah 
masyarakat Kabupaten Sinjai. Bertitik tolak dari hal tersebut diatas, maka peneliti 
masih melihat adanya permasalahan tentang kedudukan anak akibat batalnya 
perkawinan yang kedua orang tuanya memiliki hubungan sesusuan. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang  yang telah dipaparkan, maka  penulis akan 
menyusun rumusan yang dijadikan permasalahan dalam skripsi ini. Sebagai masalah 
pokok adalah bagaimana kedudukan anak akibat batalnya perkawinan karena 








1. Bagaimana proses penyelesaian hukum terhadap anak yang orang tuanya 
memiliki hubungan sesusuan di Kabupaten Sinjai? 
2. Bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sinjai 
terhadap kedudukan anak setelah putusnya perkawinan karena hubungan 
sesusuan? 
 
C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 
Skripsi ini berjudul “Kedudukan Anak Akibat Batalnya Perkawinan Karena 
Hubungan Sesusuan (Studi Terhadap Pandangan MUI Kabupaten Sinjai)” masalah 
ini akan di jelaskan sebagai langkah awal penulis agar pembaca nantinya lebih 
memahami secara jelas masalah yang di maksud. Untuk menghindari perbedaan 
persepsi terhadap kata yang mengandung pengertian lebih dari satu, maka penulis 
memberikan batasan pengertian yang dianggap perlu dalam judul diatas. 
a. Kedudukan adalah tingkatan atau martabat,  status keadaan atau tingkatan 
orang, badan atau negara. 
b. Anak adalah keturunan, orang yang berasal dari atau dilahirkan di suatu 
negeri, daerah. 
c. Akibat adalah sesuatu yang merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa 
(perbuatan, keputusan), persyaratan atau keadaan yg mendahuluinya. 
d. Batal artinya tidak berlaku, tidak sah, tidak jadi dilangsungkan, ditunda, 







e. Perkawinan adalah  perihal urusan kawin, pernikahan yang sungguh-
sungguh dilakukan sesuai dengan cita-cita hidup berumah tangga yang 
bahagia. 
f. Hubungan artinya keadaan berhubungan, kontak, sangkut paut, ikatan, 
pertalian keluarga, persahabatan, dan sebagainya, hubungan seseorang 
dengan orang lain dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat.5 
Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa yang 
dimaksud dengan kedudukan anak akibat batalnya perkawinan karena hubungan 
sesusuan adalah bagaimana status seorang anak yang telah dilahirkan dalam suatu 
perkawinan kemudian diharuskan batal disebabkan karena orang tuanya memiliki 
hubungan sesusuan. 
Agar penyusunan skripsi ini lebih terfokus, maka pembahasan dan isi dari 
skripsi ini dipandang perlu untuk memberikan batasan atau ruang lingkup penelitian. 
Sesuai dengan objek penelitian. Batasan ruang lingkup yang ingin diteliti dalam 
penulisan skripsi ini adalah penulis berfokus pada kedudukan anak setelah 
perkawinan yang batal disebabkan karena orang tuanya mempunyai hubungan 
sesusuan. 
 
                                                  
5Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Umum Bahasa Indonesia  (Cet. V; Jakarta: 







1. Lokasi  
Penenelitian masalah ini  akan dilaksanakan di Kabupaten Sinjai. Sinjai 
adalah  satu dari 24 Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang 
terletak di pantai timur bagian selatan jazirah Sulawesi selatan yang berjarak kurang 
lebih 223 km dari kota Makassar (ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan). 
2.  Waktu Penelitian  
 Penulis mengadakan penelitian dalam jangka waktu satu bulan yang dimulai 
pada tanggal 1 Februari sampai dengan 1 Maret  2012. Waktu penelitian  
dikondisikan sesuai dengan kebutuhan dan kendala yang terjadi di lapangan. 
D. Kajian Pustaka 
Agar penulisan skripsi sistematis dan memiliki bahan perbandingan, maka di 
bawah ini penulis memberikan atau mengemukakan beberapa referensi yang relevan  
dengan masalah dan sekaligus sebagai bahan acuan untuk lebih meningkatkan 
kualitas isi skripsi ini. Pembahasan tentang judul ini dapat ditemukan dalam berbagai 
literatur yang menjadi rujukan penulis diantaranya: 
Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan 







membahas pengertian Perkawinan, syarat-syarat perkawinan serta larangan 
perkawinan.6 
Tinjauan mengenai Undang-Undang No.1 tahun 1974, oleh  Prof. Dr. Hazairi. 
Dalam buku ini menyajikan bagaimana kedudukan anak dalam perkawinan . 
Fiqhi Munakahat oleh Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, M.A, dalam buku ini 
membahas pengertian, syarat-syarat, dan larangan perkawinan serta pandangan ulama 
terhadap kedudukan anak akbat batalnya perkawinan karena hubungan sesusuan.7 
Fiqhi Sunnah karangan Sayyid Sabiq. Buku ini membahas masalah 
perkawinan, dalam buku ini menjelaskan perempuan yang mahram untuk dinikahi. 
Dengan berdasar pada buku-buku di atas, penulis akan mengembangkan 
pembahasan skripsi ini, baik secara metodologi maupun pembahasan, selain 
berpegang pada literatur lainnya. Selain itu judul skripsi ini belum ada yang 
membahas kaitannya dengan kedudukan anak akibat batalnya perkawinan karena 
hubungan sesusuan terkhusus dengan fatwa MUI di Kabupaten Sinjai. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
Sebagai sebuah karya ilmiah yang kemudian mampu untuk dipertanggung 
jawabkan  maka penulis melalui masalah yang akan dibahas didalam skripsi itu 
                                                  
6Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan 
Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta Kencana, 2007), h. 36. 







nantinya wajib untuk mengadakan suatu penelitian. Agar apa yang dibahas dalam 
skripsi itu benar-benar empiris. Sehingga skripsi itu nantinya memberikan manfaat 
atau paling tidak dapat membantu pemerintah dan masyarakat untuk menyelesaikan 
masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Adapun tujuan dan kegunaan 
dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1. Tujuan Penelitian 
Maka yang menjadi sasaran atau tujuan penulisan skripsi ini sebagaimana 
yang terdapat dalam rumusan masalah adalah sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian hukum terhadap anak yang 
orang tuanya memiliki hubungan sesusuan di Kabupaten Sinjai. 
b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
Kabupaten Sinjai terhadap kedudukan anak setelah putusnya perkawinan 
karena hubungan sesusuan. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Kegunaan Ilmiah  
1) Sebagai salah satu syarat mendapat gelar sarjana hukum Islam (S.HI) pada 
Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin 
Makassar. Dan juga sebagai media latihan bagi penulis dalam menambah 
wawasan keilmuan sehingga penulis dapat membandingkan antara teori 







2) Agar dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan bahan bacaan bagi 
civitas akademika dan masyarakat pada umumya. 
3) Diharapkan agar penelitian ini mampu memberikan cakrawala, pemahaman 
dan pengalaman secara langsung di lapangan melalui penelitian tentang 
proses proses penyelesaian hukum terhadap anak yang orang tuanya 
memiliki hubungan sesusuan di Kabupaten Sinjai. 
b. Kegunaan praktis 
1) Diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi masyarakat terutama 
mereka yang ingin mengetahui tentang bagaimana kedudukan anak setelah 
perkawinan yang batal karena disebabkan karena orang tuanya mempunyai 
hubungan sesusuan. 
2) Skripsi ini di harapkan dapat menjadi sumber bacaan dan referensi dan juga 
dapat menambah khasanah pengetahuan penulis pada khususnya dan 
pembaca pada umumnya, serta meningkatkan pengetahuan agar penulis 
serta masyarakat dapat mengambil pelajaran yang berkaitan dengan faktor-
faktor yang dapat menyebabkan batalnya suatu perkawinan. 
 
F. Garis-Garis Besar Isi Skripsi 
Sistematika penulisan hasil penelitian ini dibagi dalam lima bab, setiap bab 








Bab I Pendahuluan 
Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan 
masalah, Ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian serta garis-garis 
besar isi skripsi. 
Bab II Tinjauan Pustaka 
Dalam bab ini penulis menguraikan tentang definisi anak, Perkawinan 
(pengertian perkawinan, tujuan dan asas perkawinan, syarat sah dan rukun  
perkawinan, larangan perkawinan, akibat batalnya perkawinan), Pandangan Jumhur 
Ulama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Terhadap Perkawinan karena Hubungan 
Sesusuan. 
Bab III Metode Penelitian  
Pada bab ini menguraikan tentang Jenis dan sumber data, metode pendekatan,  
metode pengumpulan data, dan pengolahan dan analisis data. 
 Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 
  Dalam bab ini diuraikan tentang gambaran umum Kabupaten Sinjai yang 
mencakup Letak geografis, keadaan demografis, Setelah itu diuraikan pula deskripsi 
data dan ulasan penelitian. 
 Bab V Kesimpulan dan Saran 
 Bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi yang membahas kesimpulan 
yang dapat ditarik dari bab-bab sebelumnya dan daftar kepustakaan yang penulis 







Bab ini berisi tentang dua hal yaitu simpulan yang berisi tentang kesimpulan-
kesimpulan yang langsung diturunkan dari seksi diskusi dan analisis yang dilakukan 
pada bagian sebelumnya, dan implikasi penelitian yang berisi tentang hasil dari 
kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah, sehingga dari sini dapat ditarik 










A. Definisi Anak 
Secara etimologi, anak sering disebutkan dengan kata walad-awlâd yang 
berarti anak yang dilahirkan orang tuanya, laki-laki maupun perempuan, besar atau 
kecil, tunggal maupun banyak. Karenanya jika anak belum lahir belum dapat disebut 
al-walad atau al-mawlud, tetapi disebut al-janin yang berarti al-mastur (tertutup) dan 
al-khafy (tersembunyi) di dalam rahim ibu. Kata al-walad dipakai untuk 
menggambarkan adanya hubungan keturunan, sehingga kata al-walid dan al-walidah 
diartikan sebagai ayah dan ibu kandung. Berbeda dengan kata ibn yang tidak mesti 
menunjukkan hubungan keturunan dan kata ab tidak mesti berarti ayah kandung. 1 
Sedangkan anak dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai 
keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil.2 
Menurut ajaran Islam, anak adalah amanah Allah dan tidak bisa dianggap sebagai 
harta benda yang bisa diperlakukan sekehendak hati oleh orang tua. Sebagai amanah 
anak harus dijaga sebaik mungkin oleh yang memegangnya, yaitu orang tua. Anak 
adalah manusia yang memiliki nilai kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan dengan 
alasan apa pun. Adanya tahap-tahap perkembangan dan pertumbuhan anak, 
                                                  
1Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Umum Bahasa Indonesia  (Cet. V; Jakarta: 
Balai Pustaka, 1976), h. 2. 
2Arifin, Anak dalam Keluarga.www.geogle.com. di akses pada tanggal 10 Januari 2012.   
16 
 
menunjukkan bahwa anak sebagai sosok manusia dengan kelengkapan-kelengkapan 
dasar dalam dirinya baru mulai mencapai kematangan hidup melalui beberapa proses 
seiring dengan pertambahan usianya. Oleh karena itu anak memerlukan bantuan, 
bimbingan dan pengarahan dari orang tua. Akan tetapi fenomena kelalaian dan 
penelantaran anak merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam masyarakat, 
sebaliknya juga perebutan anak antara orang tua sering terjadi seakan-akan anak 
adalah harta benda yang dapat dibagi-bagi, dan setelah dibagi seolah putuslah ikatan 
orang tua yang tidak mendapatkan hak asuhnya. Walaupun sebenarnya masalah 
kedudukan anak dan kewajiban orang tua terhadap anak ini telah diatur dalam 
berbagai peraturan perundang-undangan dan hukum Islam.  
Telah disadari bersama bahwa anak merupakan penerus bangsa karena 
dipundaknya terletak tugas bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi 
sebelumnya. Sebegai penerus cita-cita bangsa dan Negara, mereka harus dapat 
tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat rohani dan jasmani, 
cerdas, bahagia, berpendidikan dan bermoral tinggi dan terpuji. Didalam hukum, 
seorang anak bahkan kadang-kadang sebelum dia lahir, telah diberikan hak dan 
kewajiban tertentu. Hak-hak ini diatur secara tersebar dalam berbagai bentuk 
peraturan perundang-undangan, maupun diakui oleh sejumlah putusan pengadilan. 
Tidak hanya didalam hukum nasional anak -anak mempunyai hak dan kewajiban, 
tetapi juga dalam hukum internasional. 
Anak merupakan persoalan yang selalu menjadi perhatian berbagai elemen 
masyarakat, bagaimana kedudukan dan hak-haknya dalam keluarga dan bagaimana 
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seharusnya ia diperlakukan oleh kedua orang tuanya, bahkan juga dalam kehidupan 
masyarakat dan negara melalui kebijakan-kebijakannya dalam mengayomi anak. Ada 
berbagai cara pandang dalam menyikapi dan memperlakukan anak yang terus 
mengalami perkembangan seiring dengan semakin dihargainya hak-hak anak, 
termasuk oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).  
Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa 
perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa. Majelis 
Umum PBB pada tanggal 20 November 1990 bertempat di New York 
menyelenggarakan Convention on the Rights of the Childs (CRC), di antara hasil-
hasilnya menyatakan bahwa anak adalah setiap orang di bawah usia 18 tahun, kecuali 
berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak kedewasaan telah diperoleh 
sebelumnya. 
B. Perkawinan 
Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya perkawinan adalah  merupakan 
salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam pergaulan 
hidup masyarakat. Perkawinan adalah merupakan  suatu jalan  yang amat  mulia  
untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Pada dasarnya perkawinan 
mempunyai tujuan bersifat jangka  panjang sebagaimana keinginan dari manusia itu 
sendiri dalam rangka membina kehidupan yang rukun, tenteram dan bahagia  dalam  
suasana  cinta  kasih dari dua jenis mahluk ciptaan Allah swt. 
18 
 
Pertalian dalam suatu perkawinan adalah pertalian yang seteguh-teguhnya 
dalam hidup dan kehidupan manusia bukan saja antara  suami dan isteri serta 
keturunannya akan tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat  pada  umumnya. 
Selain  dari  pada  itu, dengan  perkawinan  seseorang akan terpelihara dari 
kebinasaan hawa nafsunya.  
Para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang sudah dianjurkan 
syari’at. Orang yang sudah berkeinginan untuk nikah dan khawatir terjerumus ke 
dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah. Yang demikian 
itu lebih utama daripada haji, shalat, jihad dan puasa sunnah. Demikian kesepakatan 
para imam mazhab.3 
1. Pengertian Perkawinan 
 Hukum perkawinan di Indonesia yang berlaku saat ini adalah UU No. 1 tahun 
1974 tentang Perkawinan yang menggantikan hukum perkawinan dalam Kitab UU 
Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek (Staatsblad 1917 No. 129). Yang dimaksud 
Perkawinan dalam UUP adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 
wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga 
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.4  
 
                                                  
 3Syaikh al-‘Allamah Muhammadn bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi’,  Fiqhi Empat Mazhab 
(Cet. I; Bandung: Hasyimi Press, t.th), h. 338. 
4Himpunan Undang-Undang RI, Undang-Undang  No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
(Jakarta:  Tr3nity, t.th), h. 8. 
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 Istilah “nikah” berasal dari bahasa Arab atau disebut dengan al- nikah yang 
bermakna al-wathi’ dan al-dammu wa al-tadakhul. Terkadang juga disebut dengan 
al-dammu wa al-jam’u, atau ‘ibarat ‘anal-wath wa al-‘ aqd yang bermakna 
bersetubuh, berkumpul dan akad. Sedangkan menurut bahasa Indonesia adalah 
“perkawinan”. Namun bila dicermati, istilah tersebut mempunyai makna yang sama, 
dan dalam karya tulis ini digunakan istilah perkawinan. Masalah perkawinan dalam 
Al-Qur’an ditegaskan tidak hanya dalam bentuk garis-garis besar saja, seperti halnya 
perintah agama melainkan diterangkan secara tafsili/terperinci4. Pokok-pokok hukum 
perkawinan dalam Al Qur’an diterangkan dalam lebih dari 8 surat, adapun inti hukum 
perkawinan dicantumkan dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 221-237 mengenai 
perkawinan, perceraian dan hubungan kerabat karena sesusuan.  
Mengenai perintah Allah swt. kepada manusia untuk menikah dalam Al-
Qur’an disebutkan dalam surat An Nuur ayat 32 : 
                                  
                 
Terjemahnya: 
Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang 
yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-
hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan 
memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-
Nya) lagi Maha mengetahui.5 
 
Nabi Muhammad saw. memperkuat Firman Allah swt. di atas dengan bersabda: 
                                                  
 5Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 






Nikah adalah sunnahku, barang siapa yang mengikuti sunnahku berarti 
termasuk golonganku dan barang siapa yang benci sunnahku berarti bukan 
termasuk golonganku’. (HR.Bukhori-Muslim).6 
Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad 
yang sangat kuat atau miitsaaqon goliidhan untuk mentaaati perintah Allah swt. dan 
melaksanakannya merupakan ibadah.7 Sedangkan perkawinan menurut Hukum Islam 
adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-
laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang 
diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah swt.8 
Dari rumusan tersebut diatas jelas bahwa arti perkawinan adalah “ikatan lahir 
batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri”. Dalam perkataan 
ikatan lahir batin itu dimaksudkan bahwa hubungan suami istri tidak boleh semata-
mata hanya berupa ikatan lahiriah saja dalam makna seorang pria dan wanita hidup 
bersama sebagai suami istri dalam ikatan formal, tetapi kedua-duanya harus membina 
ikatan batin. Tanpa ikatan batin, ikatan lahir mudah sekali terlepas. 
 
                                                  
 6Hadist Bukhari Muslim.www.geogle.com. di akses pada tanggal 15 Mei 
2012.   
 7Himpunan Undang-Undang RI,  Kompilasi Hukum Islam di Indoensia  
(Jakarta: Tr3nity, 2t.th), h. 431. 
8 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: UII Press, 
2000), h. 14. 
 




2. Tujuan dan Asas Perkawinan 
1) Tujuan Perkawinan 
Tujuan dilaksanakan perkawinan dalam undang-undang perkawinan dapat 
diketahui dari ketentuan beberapa pasal dan penjelasan umumnya. Di dalam pasal 1 
Undang-Undang perkawinan ditetapkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin 
antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal berdasarkan ketuhanan 
Yang Maha Esa.9 Dari rumusan pasal 1 ini selain ditetapkan pengertian perkawinan 
sekaligus tentang tujuan suatu perkawinan.10 
Tujuan utama suatu perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan (anak) 
oleh karena keluarganya yang bahagia dan kekal erat kaitannya dengan keturunan. 
Dengan adanya anak maka kehidupan suami istri dalam rumah tangga akan 
memperoleh ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan. Anak merupakan tali 
pengikat kelangsungan hidup berumah tangga. Oleh karena itu, kadang-kadang suatu 
perkawinan bisa putus dengan perceraian atau dalam rumah tangga itu selalu terjadi 
perselisihan antara suami dan istri akibat dari tidak adanya anak.11 
                                                  
9Abdul Azis, Rumah Tangga Bahagia Sejahtera (Cet. I; Semarang: CV. Wijaksana, 1990), h. 
12. 
10 O. S. Ech, Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek (Cet. I; Jakarta: Raja grafindo 
Persada, 1996), h. 39. 
11Syahminan Zaini, Arti Anak Bagi Seorang Muslim (Surabaya: Al-Ikhlas, t.th), h. 104.  
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Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk 
agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. 
Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya 
terciptanya ketenangan lahir bathin disebabkan terpenuhinya kebutuhan hidup lahir 
dan bathinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota 
keluarga.12 
K. Wantjik Saleh berpendapat, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk 
keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah 
berlangsung seumur hidup dan tidak diputuskan begitu saja.13 Pendapat lain 
mengemukakan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah 
tangga dan menciptakan keluarga sakinah dengan landasan kebajikan tuntunan 
agama.14 
Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya “Hukum Perkawinan Islam” 
menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan 
naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka 
mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah swt. dan Rasul-Nya.15 
                                                  
12Minhajuddin, Sistematika Filsafat Islam (Cet. I; Ujung Pandang: Berkah Utami, 1996), h. 
125.  
13K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), h. 15. 
14Sudarsono, Hukum Kekeluargaan Nasional (Jakarta: Rineka Cipta, 1991),  h. 68. 




 Tujuan perkawinan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk 
mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrohmah (keluarga yang 
tenteram penuh kasih dan sayang). Pada buku yang ditulisnya, Soemiyati 
menjelaskan, bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan 
hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka 
mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk 
memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-
ketentuan yang telah diatur oleh Syari’ah.16 
Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka penulis dapat memberikan 
rumusan tentang tujuan perkawinan yaitu: 
a. Untuk memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturuan serta 
mengembangkan suku-suku bangsa. 
b. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertaggung jawab menerima hak dan 
kewajiban, serta bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang 
halal. 
c. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat 
kemanusiaan. 
d. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan. 
                                                  
16Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan  (Yogyakarta: Liberty 





2) Asas atau Prinsip-Prinsip Perkawinan 
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan pengembangan dari hukum 
perkawinan yang tertuan di dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Karena itu, 
ia tidak dapat lepas dari misi yang diemban oleh undang-undang perkawinan tersebut, 
kedatipun cakupannya hanya terbatas bagi kepentingan umat Islam, antara lain 
kompilasi mutlak harus mampu memberikan landasan hukum perkawinan yang dapat 
dipegangi umat Islam. Perkawinan yang diatur dalam Kompilasi menentukan prinsip-
prinsip atau dasar-dasar mengenai perkawinan meliputi segala sesuatu yang 
berhubungan dengan perkawinan, yang antisipatif terhadap perkembangan dan 
tuntutan zaman. 
 Karena kompilasi dalam banyak hal merupakan penjelasan undang-undang 
perkawinan, maka prinsip-prinsip atas asas-asasnya dikemukakan dengan mengacu 
kepada undang-undang tersebut. Ada enam asas yang prinsipil dalam undang-undang 
perkawinan yaitu: 
1. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. 
2. Keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan pihak 
yang melaksanakan perkawinan dan harus tercatat. 
3. Asas monogami, poligami dibatasi secara ketat 
4. Kematangan calon mempelai 
5. Mempersulit perceraian 
6. Memperaiki derajat kaum wanita, dalam hal ini hak dan kedudukan suami istri 
seimbang dalam kehidupan berumah tangga. 
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3. Syarat Sah dan Rukun Perkawinan 
Pada pelaksanaan perkawinan, calon mempelai harus memenuhi rukun dan 
syarat perkawinan. Rukun perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, 
jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan, 
sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada 
dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat perkawinan. Kalau salah satu syarat-
syarat perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. 
Terkait dengan sahnya suatu perkawinan, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: 
a.  Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 
agamanya dan kepercayaannya. 
b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku  
Pernyataan seperti tersebut diatas juga dijelaskan kembali pada bagian 
penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yaitu “dengan perumusan Pasal 2 
ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan 
kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945”. Dari penjelasan itu 
dapat diambil kesimpulan bahwa sah atau tidaknya perkawinan itu tergantung 
daripada ketentuan agama dan kepercayaan dari masing-masing individu atau orang 
yang akan melaksanakan perkawinan tersebut. 
Syarat perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting, sebab suatu 
perkawinan yang dilakukan dengan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan 
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dalam undang-undang, maka perkawinan tersebut dapat diancam dengan pembatalan 
atau dapat dibatalkan. Syarat-syarat perkawinan terdapat dalam Pasal 6 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: 
1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 
(duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. 
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam 
keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) 
pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua 
yang mampu menyatakan kehendaknya. 
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak 
mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang 
yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis 
keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat 
menyatakan kehendaknya. 
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 
(2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak 
menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal 
orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut 
dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut 
dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini. 
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Menurut jumhur ulama adapun yang termasuk rukun perkawinan ialah: 
a. Pihak-pihak yang melaksanakan aqad nikah, yaitu mempelai pria dan 
wanita. 
b. Wali. 
c.  Saksi. 
d. Akad nikah. 
4. Larangan Perkawinan 
Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dari syarat yang 
ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih tergantung lagi pada 
satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari segala hal yang menghalang. 
Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan.17 
Yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-
orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Yang dibicarakan disini adalah 
perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki; 
atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini perempuan. 
Keseluruhannya diataur dalam Al-Qur’an dan dalam hadist Nabi.  
Mahram adalah orang yang haram untuk dinikahi karena hubungan nasab atau 
hubungan sesusuan atau karena ada ikatan perkawinan.18Adapun ketentuan siapa 
                                                  
17Amir Syarifuddin. Hukum Perkawina Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan 




yang mahram dan yang bukan mahram telah dijelaskan dalam Al-Qur’an Surah An-
Nisa ayat 23 : 
                            
                    s          
                               
                             
          
 
Terjemahnya: 
Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; 
saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang 
perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan 
dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-
saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara 
perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang 
dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu 
belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak 
berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak 
kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua 
perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; 
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.19 
Larangan perkawinan itu ada dua macam yaitu yang pertama larangan 
perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapanpun dan 
dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan 
perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut mahram mubdad. Kemudian yang 
                                                  
19Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, 2002), h.  120. 
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kedua, larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu 
berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu; suatu ketika bila dalam keadaan dan 
waktu itu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram, yang disebut mahram 
muaqqat. 
1) Mahram Muabbad 
Maharam muabbad,  yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan 
untuk selamanya. Kategori mahram muabbad dibagi dalam tiga kelompok yaitu:20 
a. Larangan perkawinan disebabkan karena adanya hubungan/pertalian 
kekerabatan (nasab) 
 
Perempuan-perempuan yang haram dikawini oleh seorang laki-laki 




3) Saudara ayah; 
4) Saudara ibu; 
5) Anak dari saudara laki-laki; dan  
6) Anak dari saudara perempuan 
Keharaman perempuan yang disebutkan diatas sesuai dengan bunyi 
Qs. An-Nisa ayat 23: 
                                                  
20Amir Syarifuddin, op. cit., h. 110. 
30 
 
                       
    .... 
Terjemahnya: 
 
Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang 
perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara 
bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; 
anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak 
perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan.21 
 
Orang yang disebutkan diatas dalam ayat Al-Qur’an dinyatakan dalam 
bentuk jamak. Dengan demikian, pengertiannya dapat dikembangkan secara 
vertikal atau horizontal. Dengan pengembangan pengertian tersebut, maka 
secara lengkap perempuan yang diharamkan untuk dikawini oleh seorang laki-
laki karena nasab itu adalah: 
1) Ibu: yang dimaksud ialah perempuan yang ada hubungan darah dalam 
garis keturunan garis ke atas yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah 
maupun ibu dan seterusnya ke atas). 
2) Anak perempuan: yang dimaksud ialah wanita yang mempunyai 
hubungan darah dalam garis lurus kebawah, yakni anak perempuan, 
cucu perempuan, baik dari laki-laki maupun anak perempuan da 
seterusnya ke bawah. 
3) Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja atau seibu saja. 
                                                  
 21Departemen Agama RI, loc. cit. 
31 
 
4) Bibi: yaitu saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara kandung 
ayah atau seibu saja dan seterusnya ke atas. 
5) Kemenakan (keponakan) perempuan: yaitu anak perempuan saudara 
laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.22 
 
b. Larangan perkawinan karena adanya hubungan perkawinan yang 
disebut dengan hubungan mushaharah (pertalian kerabat semenda) 
 
Bila seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan seorang 
perempuan, maka terjadilah hubungan anatara si laki-laki dengan kerabat 
perempuan; demikian pula sebaliknya terjadi pula hubungan-hubungan antara 
si perempuan dengan kerabat dari laki-laki itu. Hubungan-hubungan tersebut 
dinamai hubungan mushaharah. Dengan terjadinya mushaharah timbul juga 
larangan perkawinan. 
Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-
laki untuk selamanya karena hubungan mushaharah itu adalah sebagai 
berikut: 
1) Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri 
2) Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki atau menantu 
3) Ibu isteri atau mertua 
4) Anak dari isteri dengan ketentuan istri itu telah digauli. 
                                                  
22Abdul Rahman Ghozali, Fiqhi Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 105. 
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Empat perempuan yang terlarang untuk dikawini sebagaimana 
disebutkan di atas sesuai dengan petunjuk Allah swt. dalam Qs. An-Nisa ayat 
22 dan 23: 
                      .... 
                          
                       
  Terjemahnya: 
Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh 
ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau ..... 
... dan jangan kamu nikahi ibu-ibu dari istri-istri kamu dan anak-anak 
tirimu yang berada dalam asuhanmu dan istri yang telah kamu gauli. 
Bila kamu belum menggaulinya, tidak apa kamu menawininya. Jangan 
kamu mengawini istri-istri dari anak-anakmu....23 
 
Ulama sepakat mengatakan bahwa larangan perkawinan dengan ibu 
tiri dan menantu sebagaimana disebutkan pada angka 1 dan 2 di atas haram 
untuk dikawini oleh seseorang laki-laki dengan semata telah terjadinya 
perkawinan antara ayah dengan ibu tiri pada kasus ibu tiri atau anak dengan 
menantu dalam kasus menantu.24 
Yang menjadi persoalan dalam hubungan mushaharah ini adalah, 
apakah keharaman itu disebabkan karena semata-mata akad (perkawinan) 
                                                  
23Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, 2002), h.  120. 
 24Syaikh al-‘Allamah Muhammadn bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi’, Fiqhi Empat Mazhab 
(Cet. I; Bandung: Hasyimi Press, t.th), h. 348. 
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yang sah, atau dapat juga dikarenakan perzinaan. Imam syafi’i berpendapat 
bahwa larangan perkawinan karena mushaharah hanya disebabkan karena 
semata-mata akad saja, tidak bisa karena perzinaan, dengan alasan tidak layak 
perzinaan yang dicela itu disamakan dengan hubungan mushaharah. 
Sebaliknya imam Abu Hanifah berpendapat bahwa larangan perkawinan 
karena mushaharah, disamping disebabkan karena akad yang sah, bisa juga 
disebabkan karena perzinaan. Perselisihan pendapat ini berbeda dalam 
menafsirkan firman Allah swt. yang berbunyi: 
             ... 
Terjemahnya: 
Janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh 
ayahmu...25 
 
Kata “manakaha” ada yang menafsirkan “wanita yang dikawini ayah 
secara akad yang sah” (Syafi’I). Sedangkan Imam Hanafi manafsirkan 
“wanita yang disetubuhi oleh ayah, baik dengan perkawinan atau perzinaan” 
Istri ayah (ibu tiri) haram dikawini dengan sepakat para ulama atas 
dasar semata-mata akad walaupun tidak disetubuhi. Kalau sudah terjadi akad 
nikah, baik sudah disetubuhi atau belum namanya adalah “istri ayah” (zaujatul 
ab). 
Ibu Istri (mertua) digolongkan di dalamnya nenek dari istri dan ibu 
dari ayah istri hingga keatas, karena mereka digolongkan dalam “ummahatu 
                                                  
 25Ibid., h. 120. 
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nisa’i (ibu-ibu istri). Anak istri (anak tiri) dengan syarat keharamannya itu 
karena telah menyetubuhi ibunya; artinya, jika seorang pria dan seorang 
wanita baru terikat dengan hanya semata-mata akad (belum terjadi 
persetubuhan) maka mengawini anaknya tidak haram (boleh). 
Sebagian ulama berpendapat, ini berlaku pula secara timbal balik buat 
istri (mertua), artinya, haram pula mengawini mertua jika sudah menyetubuhi 
anaknya. Kalau belum terjadi persetubuhan dengan anaknya, maka mengawini 
ibu istri (mertua) hukumnya tidak haram. Sedangkan yang lainnya (Jumhur) 
berpendapat, syarat persetubuhan itu hanya berlaku bagi anak tiri saja, tidak 
bagi mertua. Mereka berselisih pendapat dalam memahami nash Qs. An-Nisa 
ayat 23. 
Jumhur ulama melihat persyaratan persetubuhan itu hanya berlaku 
untuk anak tiri saja, tidak untuk ibu istri (mertua), karena sifat itu hanya 
kembali kepada maushuf yang terdekat saja. Sebaliknya, yang lainnya 
menilai, syarat persetubuhan itu berlaku kepada dua maushuf (yang 
disifatkan), yaitu anak tiri dan ibu istri.26 
c. Larangan Perkawinan karena Adanya Hubungan Persususan 
Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu 
perempuan itu menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si anak sehingga 
perempuan yang menyusukan itu telah seperti ibunya, ibu tersebut 
                                                  
26Dahlan Idhamy. Asas-Asas Fiqh Munakahat:  Hukum Keluarga Islam, (Surabaya: Al-Ikhlas, 
t.t), h. 23-24. 
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menghasilkan susu karena kehamilan yang disebabkan hubungannya dengan 
suaminya; sehingga suami perempuan itu sudah seperti ayahnya. Sebaliknya 
bagi ibu yang menyusukan dan suaminya anak tersebut sudah seperti anaknya. 
Demikian pula anak yang dilahirkan oleh ibu itu saudara dari anak yang 
menyusu kepada ibu tersebut, selanjutnya hubungan sesusuan sudah seperti 
hubungan nasab. 
Adanya hubungan persusuan ini muncul setelah terpenuhi beberapa 
syarat yang setiap syarat menjadi perbincangan di kalangan ulama. Jumhur 
ulama berpendapat bahwa anak yang menyusu masih berumur dua tahun, 
karena dalam masa tersebut air susu si ibu akan menjadi pertumbuhannya. 
Batas masa dua tahun ini berdasarkan kepada sabda Nabi dalam hadis dari 
Ibnu Abbas menurut riwayat al-Dar al-Quihny mengatakan: 
“Tidak ada hubungan persusuan kecuali dalam masa dua tahun”27 
 
Beda pendapat  muncul dari ulama Zhahiry yang mengatakan bahwa 
susuan yang berlaku terhadap anak yang berumur lebih dari dau tahun, bahkan 
yang sudah sampai dewasa juga menimbulkan hubungan sesusuan. Golongan 
ini berdalil dengan zhahir dan umum ayat Al-Qur’an; sedangkan hadis 
tersebut di atas tidak cukup kuat untuk membatasi keumuman ayat tersebut. 
Ibu susuan dinyatakan sebagai mahram, sementara menurut ulama 
pemilik susu adalah suaminya karena sang suamilah yang menjadi sebab 
                                                  




isterinya melahirkan sehingga mempunyai air susu. Maka disebutkannya ibu 
susuan sebagai mahram dalam ayat ini adalah merupakan peringatan bahwa 
sang suami adalah sebagai ayah bagi anak yang menyusu kepada isterinya. 
Dengan demikian anak-anak ayah dan ibu susuannya baik yang laki-laki 
maupun yang perempuan dianggap sebagai saudaranya (sesusuan), dan 
demikian pula halnya dengaan saudara-saudara dari ayah dan ibu susuannya 
baik yang laki-laki maupun yang perempuan  menetapkan didianggap 
sebagai paman dan bibinya. Karena itulah Nabi  dalam hadits beliau yang 
diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhary dan Imam Muslim dari hadits ‘Aisyah 
dan Ibnu ‘Abbas -radhiyallahu ‘anhuma : 
 ِﺐ َﺴﱠ ﻨﻟا َ ﻦ ِ ﻣ ُ م َ ﺮ ْ ُﺤﯾ ﺎ َ ﻣ ِ ﺔ َﻋﺎ َ ﺿ ﱠ ﺮﻟا َ ﻦ ِ ﻣ ُ م َ ﺮ ْ ُﺤﯾ ُﮫﱠ ﻧِ إ 
Artinya: 
 
Sesungguhnya menjadi mahram dari susuan apa-apa yang menjadi 
mahrom dari nasab.  
 
Dari hadist diatas, bahwa yang termasuk mahram dari hubungan 
sesusuan adalah adalah apa-apa yang menjadi mahram dari hubungan nasab 
sebagaimana dalam QS. Nisa ayat 23: 
                      s       
                            
                            





Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; 
saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang 
perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan 
dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-
saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara 
perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang 
dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu 
belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak 
berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak 
kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua 
perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; 
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.28 
Yang termasuk dalam kategori saudara perempuan sesusuan adalah: 
1. Perempuan yang kamu disusui oleh ibunya ( ibu kandung maupun ibu 
tiri). 
2.  perempuan itu menyusu kepada ibumu. 
3. kamu dan perempuan itu sama-sama menyusu pada seorang perempuan 
yang bukan ibu kalian berdua. 
4. Perempuan yang menyusu kepada istri yang lain dari suami ibu 
susuanmu. 
 Hubungan sesusuan ini disamping berkembang kepada hubungan nasab, juga 
berkembang kepada hubungan mushaharah.  Bila seseorang tidak boleh mengawini 
istri dari ayah, maka keharaman ini juga meluas kepada istri-istri dari ayah susuan. 
Bila seorang laki-laki tidak boleh mengawini anak dari istri, keharaman ini juga 
meluas kepada perempuan yang disusukan oleh istri, bila haram mengawini istri dari 
                                                  
28Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, 2002), h.  120. 
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anak kandung, maka haram pula mengawini istri dari anak susuan. Bila haram 
mengawini ibu dari istri, haram juga mengawini orang yang menyusukan istrinya 
itu.29  
 Sebagai landasan Yuridis, Larangan kawin berdasarkan Pasal 39 Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikemukakan secara halus oleh KHI 
dan diselaraskannya dengan ketentuan hukum Islam. Penyelarasan ini mengambil 
sumber dari Al Quran dan telah diadopsi oleh kitab-kitab fikih berupa larangan umum 
perkawinan yang meliputi larangan kawin karena pertalian nasab, larangan kawin 
karena pertalian semenda, dan larangan kawin karena pertalian sesusuan.  
 Secara sosiologis, sejumlah penelitian ilmiah mengharamankan menikah 
dengan muhrim sepersusuan adalah karena pertumbuhan daging dan tulang mereka 
yang telah tumbuh berkembang dari susu seorang ibu susu sama dengan susu yang 
telah membesarkan anak-anak dari ibu susu tersebut, lebih lanjut dijelaskan dalam 
penemuannya adanya gen dalam ASI orang yang menyusui, dimana ASI 
mengakibatkan terbentuknya organ-organ pelindung pada orang yang menyusu. 
Apabila ia menyusu antara 3 sampai 5 susuan. Persusuan tersebut dibutuhkan untuk 
bisa membentuk organ-organ yang berfungsi melindungi tubuh manusia. Maka, 
apabila ASI disusui maka ia akan menurunkan sifat-sifat khusus sebagaimana pemilik 
ASI tersebut. Oleh karena itu, ia akan memiliki kesamaan atau kemiripan dengan 
saudara atau saudari sesusuannya dalam hal sifat yang diturunkan dari ibu pemilik 
ASI tersebut, sehingga dengan demikian, hubungan mereka persis sama seperti 
                                                  
 29Amir Syarifuddin, op. cit., h. 125-133. 
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hubungan dua orang saudara yang senasab, juga organ-organ yang berfungsi 
melindungi tubuh mungkin akan menyebabkan munculnya sifat-sifat yang diridhai 
oleh sesama saudara dalam kaitannya dengan pernikahan. Dari sini, kita mengetahui 
hikmah yang terkandung dari hadits di atas yang melarang kita dari menikahi saudara 
sesusuan yaitu mereka yang menyusu pada ibu lebih dari 5 kali susuan. 
Sesungguhnya kekerabatan karena sesusuan ditetapkan dan dapat dipindahkan 
karena keturunan. Penyebab yang diturunkan dan gen yang dipindahkan. maksudnya 
adalah bahwa kekerabatan karena faktor sesusuan disebabkan karena adanya 
perpindahan gen dari ASI orang yang menyusui kepada orang yang menyusui 
tersebut masuk, dan bersatu dengan jaringan gen orang yang menyusui tersebut, atau 
ASI tersebut memang mengandung lebih dari satu sel, dimana sel itu merupakan inti 
dari kehidupan manusia. Sel itu sering disebut dengan DNA. 
Disebabkan organ sel pada orang yang menyusui itu menerima sel yang asing, 
sebab sel itu tidak matur. Keadannya adalah keadaan percampuran dari berbagai sel, 
dimana perkembangannya tidak akan sempurna kecuali setelah melewati beberapa 
bulan atau beberapa tahun sejak kelahiran. Kalau penjelasan asal-mula penyebab 
adanya kekerabatan karena hal ini, maka hal ini memiliki konsekuensi yang sangat 
penting dan sangat menentukan.30 
 
 
                                                  
 30 Irdanuraprida. Saudara Sesusuan Dilarang Menikah, di akses pada Tanggal 04 Juni 2012. 
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2) Mahram Muaqqat 
 Mahram muaqqat/ghairu muabbad ialah larangan kawin yang berlaku untuk 
sementara waktu yang disebabkan oleh hal tertentu; bila hal tersebut sudah tidak ada, 
maka larangan itu tidak berlaku lagi. Larangan kawin sementara itu berlaku untuk 
hal-hal tersebut dibawah ini: 31 
a. Mengawini dua orang saudara dalam satu masa 
b. Poligami diluar batas 
c. Larangan karena ikatan perkawinan 
d. Larangan karena talak tiga  
e. Larangan karena ihram 
f. Larangan karena perzinaan 
g. Larangan karena beda agama 
5. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan 
Terkait dengan akibat hukum pembatalan perkawinan, kiranya perlu kita 
cermati permasalahan yang berkenaan dengan saat mulai berlakunya pembatalan 
perkawinan dimuat di dalam Pasal 28 ayat (1), sebagai berikut: Batalnya suatu 
perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang 
tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. 
1. Terhadap Anak 
Selanjutnya permasalahan yang berkenaan dengan akibat hukum terhadap 
                                                  
 31Ibid., h. 121. 
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pembatalan perkawinan di muat dalam Pasal 28 ayat (2), sebagai berikut: Keputusan 
tidak berlaku surut terhadap (1) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; 
(2) Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta 
bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang 
lebih dahulu; (3) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang 
mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang 
pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.  
Wibowo Reksopradoto memberikan ulasan terhadap Pasal 28 ayat (2) sebagai 
berikut:32 Keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari 
perkawinan tersebut. Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah 
dibatalkan tidak berlaku surut, sehingga dengan demikian anak-anak ini dianggap 
sah, meskipun salah seorang tuanya beritikad atau keduanya beritikad buruk. Dalam 
BW bila kedua orang tuanya beritikad baik, atau salah seorang dari orang tuanya 
yang beritikad baik, maka anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibubarkan 
ini, disahkan. Sedangkan bagi mereka yang kedua orang tuanya beritikad buruk, 
maka anak-anaknya dianggap anak luar kawin, dan dianggap tidak ada perkawinan. 
Dalam Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 lebih adil kiranya bahwa semua anak 
yang dilahirkan, dalam perkawinannya yang dibatalkan, meskipun kedua orang 
tuanya beritikad buruk anak tersebut masih anak sah. Ini berdasarkan kemanusiaan 
                                                  
32Wibowo Reksopradoto, Hukum Perkawinan Nasional Jilid II Tentang Batal dan Putusnya 




dan kepentingan anak-anak yang tidak berdosa, patut mendapatkan perlindungan 
hukum. Dan tidak seharusnya bila anak-anak yang tidak berdosa harus menanggung 
akibat tidak mempunyai orang tua, hanya karena kesalahan orang tuanya, dengan 
demikian menurut Undang-undang Nomor 1. Tahun 1974 anak-anak yang dilahirkan 
itu mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak sah dari kedua orang tuanya 
yang perkawinannya dibatalkan. 
2. Harta yang Diperoleh Selama Perkawinan 
Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta 
bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas Pembahasan mengenai harta 
yang ada pada dan sebelum perkawinan serta setelah pembatalan perkawinan 
merupakan masalah yang perlu mendapatkan pemahaman mendalam, karena ini salah 
satu hal yang menyangkut perlindungan hak dan kewajiban para pihak. Sebelum 
membicarakan harta kekayaan suami isteri dalam perkawinan, terlebih dahulu harus 
dilihat mengenai kedudukan harta orang Islam secara umum. Dalam bidang harta 
kekayaan seseorang dan cara penyatuan atau penggabungan harta tersebut dengan 
harta orang lain dikenal dengan nama syirkah atau syarikah. Di lihat dari asal-usulnya 
harta suami istri itu dapat digolongkan pada tiga golongan:33 
a. Harta masing-masing suami isteri yang telah dimilikinya sebelum mereka 
kawin baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri 
atau dapat disebut harta bawaan. 
                                                  
33Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia  (Jakarta:  UI, 2006) h. 83-84. 
43 
 
b. Harta masing-masing suami isteri yang dimilikinya sesudah mereka berada 
dalam hubungan perkawinan, tetapi diperolehnya bukan dari usaha mereka 
baik seorang merupakan hibah, wasiat atau warisan untuk masing-masing. 
c. Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan 
atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka atau disebut 






A. Jenis dan Sumber Data 
1) Jenis Data 
Data merupakan sekumpulan  hasil pengamatan atau pengukuran yang 
diperoleh dari sampel. Dalam penelitian ini nantinya maka data yang 
dugunakan ada dua  sebagaimana yang dikemukakan oleh Arif Tiro yaitu: 
a. Data Primer  
Menurut Arif Tiro data primer adalah data yang dikumpulkan 
langsung oleh penulis dari responden di lapangan.1 
b. Data Sekunder  
Menurut Arif Tiro data sekunder adalah data yang telah 
dikumpulkan oleh orang lain seperti data dari kantor BPS atau data dari 
laporan penelitian orang lain.2  Dalam penelitian skripsi ini maka penulis 
akan mengambil data dari kantor  urusan agama atau kantor MUI 
Kabupaten Sinjai. 
 
                                                  
1Arif Tiro, Dasar-Dasar Statistic Edisi Revisi (Cet I; UNM Makassar, 1999),  h.110. 
2Ibid , h. 110. 
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2) Sumber data 
Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data atau sumber data dari 
masyarakat di Kabupaten Sinjai. Sumber data lainnya dari kantor Sekretariat 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sinjai.   
B. Metode Pendekatan 
a. Pendekatan yuridis, yaitu penulis berpedoman pada dalil-dalil nash al-qur’an 
dan hadist Nabi saw. terutama mengenai perkawinan, dengan jalan mencari 
penjelasan dari peraturan yang berlaku guna mendukung legalitas dari 
persoalan yang dibahas. 
b. Pendekatan sosiologis, yaitu dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana 
akibat hukum disebabkan batalnya suatu perkawinan karena hubungan 
sesusuan di tengah-tengah kehidupan masyarakat dilihat dari sudut struktur 
sosialnya. 
c. Pendekatan syar’i, yaitu membahas masalah dengan memperhatikan ketentuan 
atau aturan yang ditetapkan dalam syari’at Islam, yaitu penulis berpedoman 
pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). 
C. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh 
peneliti untuk mengumpulkan data.3 Untuk memperoleh informasi dan data sebagai 
                                                  
3Suharsini Arikunto, Manajemen Pendidikan (Cet. V; Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 134. 
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bahan penulisan  skripsi ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai 
berikut : 
a. Penelitian Kepustakaan (Library Research), adalah suatu metode 
pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengakaji beberapa teori yang 
telah di kemukakan oleh para ahli yang ada kaitannya dengan masalah yang 
akan diteliti oleh penulis dan kemudian membandingkan serta menganalisis 
untuk memecahkan masalah yang diangkat. 
b. Penelitian Lapangan (Field Research), adalah metode pengumpulan data yang 
dilakukan pada lokasi (objek penelitian) secara langsung. Riset Lapangan 
dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
1) Wawancara, adalah metode untuk mendapatkan data dengan cara 
melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang 
bersangkutan guna mendapatkan data dan keterangan yang menunjang 
analisis dalam penelitian. Metode ini digunakan untuk mengetahui 
informasi secara langsung dan mendalam terhadap obyek yang diteliti. 
Wawancara yang dilaksanakan adalah dengan mereka yang dipandang 
dapat memberikan data-data yang dibutuhkan. Sutrisno Hadi 
berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wawancara adalah proses 
tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua 
orang atau lebih dalam bentuk tatap muka, mendenarkan secara 
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langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan-keterangan.4 
Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa wawancara itu lebih 
ditekankan dalam bentuk komunikasi secara langsung (tatap muka), 
meskipun wawancara itu bisa dilakukan tanpa tatap muka. Dalam hal 
ini penulis memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden 
dengan cara terstruktur dan non struktur.5   
2) Observasi (pengamatan), adalah teknik pengumpulan data dengan cara 
melakukan pengamatan langsung pada objek yang akan diteliti guna 
memberikan gambaran yang sebenarnya terhadap permasalahan yang 
diteliti. Observasi ini dilakukan pada desa Pattongko Kecamatan Sinjai 
Tengah Kabupaten Sinjai.  
c. Objek dan Tempat Penelitian 
Objek dari penelitian ini adalah Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sinjai, 
adapun tempat penelitian dilaksanakan pada Sekretariat Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) di Kabupaten Sinjai. 
D. Metode  Pengolahan dan Analisis Data 
1. Pengolahan Data 
Dalam pengolahan data penelitian ini ada dua langkah yang harus dilakukan, 
yaitu: 
                                                  
4Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Jakarta: Universitas Gajah mada, 1986), h. 45.  




Merupakan kegiatan untuk meneliti kembali rekaman atau catatan data 
yang telah dikumpulkan dalam suatu penelitian. Kegiatan pemeriksaan 
rekaman atau catatan merupakan kegiatan penting dalam pengolahan data.  
b. Verifikasi  
Merupakan peninjauan kembali mengenai kegiatan yang telah dijalankan 
sebelumnya sehingga hasilnya benar-benar dapat dipercarya.6 Tahap ini 
merupakan tahap yang dilalui dalam proses penelitian sebelum proses 
analisis dijalankan. 
2. Analisis Data  
Analisis data dilakukan terhadap data yang diperoleh untuk membuktikan 
kebenaran data. Pengalaman empiris yang dimiliki seseorang tanpa mengurangi 
keobyektifan dan kebenaran data yang diungkapkan. Data yang telah dikumpulkan 
dianalisis dengan teknik analisis deduktif, yaitu data yang ditemukan di lapangan 
dianalisis dari data yang bersifat umum diuraikan dan diperoleh pengertian yang 
bersifat khusus. 
Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, merujuk pada buku 
Pedoman Penulisan Karya Ilmiah; Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi (Edisi 
                                                  
6Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi  (Ed.1; Jakarta: PT 
Raja Grafindo Persada, 2005), h.137 - 183.   
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Revisi, 2009) yang diterbitkan UIN Alauddin Makassar,7  tanpa mengabaikan 
buku-buku metodologi lainnya. Dari sini kemudian penulis memilih beberapa 
metode yang relevan, yakni metode penentuan lokasi dan jenis penelitian, 
pendekatan penelitian, instrumen penelitian, teknik pengolahan dan analisis data. 
Untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan mengecek secara berulang, dan 
mencocokkan serta membandingkan data dari berbagai sumber, baik observasi, 
wawancara, maupun dokumentasi. Analisis data adalah pengorganisasian dan 
mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan uraian sehingga ditemukan tema 
dan dapat dirumuskan hipotesis yang disarankan oleh data tersebut.      
 
 
                                                  
7A. Qadir Gassing HT dan Wahyuddin Halim dalam Tim Penulis Karya Ilmiah UIN 
Aluddin, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah; Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, Edisi Revisi 




PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 
A. Gambaran Umum Kabupaten Sinjai 
1. Keadaan Geografis 
Kabupaten Sinjai adalah salah satu dari 24 Kabupaten/Kota dalam wilayah 
Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di pantai timur bagian selatan jazirah 
Sulawesi selatan yang berjarak kurang lebih 223 km dari kota makassar (ibu kota 
Provinsi Sulawesi Selatan). Kabupaten Sinjai yang memiliki luas 819,96 km2 terdiri 
dari 9 Kecamatan defenitif dengan jumlah desa sebanyak 67 dan 13 kelurahan. 
Adapaun nama-nama kecamatan tersebut adalah: 
- Kecamatan Sinjai Barat 
- Kecamatan sinjai Borong 
- Kecematan Sinjai Selatan 
- Kecamatan Sinjai Tellu Limpoe 
- Kecamatan Sinjai Timur 
- Kecamatan Sinjai Tengah 
- Kecamatan Sinjai Utara 
- Kecamatan Sinjai Bulupoddo 
- Kecamatan Pulau Sembilan 
Secara geografis Kabupaten Sinjai terletak antara 5°2’56” sampai 5°21’16” 





utara berbatasan dengan Kabupaten Bone, di sebelah selatan dengan Kabupaten 
Bulukumba, dan disebelah barat dengan Kabupaten Gowa. Secara morfologi, daerah 
ini lebih dari 55,5 % terdiri dari daerah dataran tinggi (100-500 meter dari permukaan 
laut), secara klimatologi terletak pada posisi iklim musim timur dimana bulan basah 
jatuh antara bulan april sampai oktober, dan bulan kering antara oktober sampai april. 
Secara ekonomi, daerah ini memiliki letak strategis karena memiliki dua jalur 
perhubungan yaitu darat dan laut. Jalur darat menghubungkan kota-kota kabupaten 
atau kota provinsi yang menjadi pusat kegiatan ekonomi. Sedang jalur laut digunakan 
untuk hubungan antara daerah diluar provinsi sulawesi selatan. 1 
2. Keadaan Demografis 
Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Sinjai dari tahun 2010 s/d 2011 
telah mengalami peningkatan yang cukup berarti meskipun pertambahan tersebut 
rata-rata hanya 1,14 % dari total penduduk tahun sebelumnya. Pada tahun 2010 
penduduk Kabupaten Sinjai sebanyak 228.936 jiwa penduduk laki-laki dan 118.135 
jiwa penduduk perempuan.  
Selanjutnya untuk melihat jumlah penduduk Kabupaten Sinjai baik laki-laki 
maupun perempuan dapat dilihat pada tabel berikut : 
 
 
                                                            
1BPS Sinjai. Kabupaten Sinjai dalam Angka 2011 (Sinjai: Badan Komunikasi dan 






Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Akhir Tahun 2010 
 
No. Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah 
1 Sinjai Barat 11.414 11.573 22.987 
2 Sinjai Tengah 12.816 13.171 25.987 
3 Sinjai Timur 13.647 15.316 28.963 
4 Sinjai Selatan 17.851 19.185 37.036 
5 Sinjai Utara 20.910 22.593 43.503 
6 Bulupoddo 7.622 8.065 15.687 
7 Tellu Limpoe 15.031 16.437 31.468 
8 Pulau Sembilan 3.626 3.778 7.404 
9 Sinjai Borong 7.884 8.017 15.901 
 Jumlah 110.801 118.135 228.936 
Sumber data: Kantor Statistik Kabupaten Sinjai 
Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah total keseluruhan penduduk 
Kabupaten Sinjai sebanyak 228.936. Jumlah penduduk perempuan jauh lebih banyak 
dibanding dengan laki-laki. 
B. Proses Penyelesaian Hukum Terhadap Anak yang Orang Tuanya Memiliki 
Hubungan Sesusuan Di Kabupaten Sinjai 
 
Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-
laki dan perempuan, melainkan mengikatkan tali perjanjian yang suci atas nama 
Allah swt., bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, 
mawaddah, warahmah. Untuk mewujudkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, 
perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Qur’an 
dan As-Sunnah yang sifatnya global, tetapi perkawinan berkaitan pula dengan hukum 





Perkawinan dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum negara 
telah memenuhi hukum dan syarat-syaratnya. Adapun perkawinan yang harus 
dicegah, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, adalah perkawinan yang 
menyimpang dari undang-undang yang berlaku. di antara perkawinan yang marak 
dilakukan adalah: perkawinan di bawah tangan, perkawinan agama, perkawinan sirri, 
perkawinan mut’ah/kawin kontrak, dan sejenisnya, serta perkawinan yang dilakukan 
dengan seseorang yang mempunyai hubungan nasab dalam hal ini hubungan 
sesusuan. 
Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada bab IV 
batalnya perkawinan pasal 22 dikatakan bahwa: Perkawinan dapat dibatalkan, apabila 
para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan2. Syarat-
syarat perkawinan yang dimaksud adalah persyaratan usia kedua calon mempelai, 
persyaratan kerelaan kedua calon mempelai, persyaratan izin orangtua kedua 
mempelai, persyaratan administrasi, dan sebagaimana yang telah diuraikan 
sebelumnya berkaitan dengan rukun dan syarat-syarat sahnya perkawinan menurut 
Undang-Undang No. 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 23 
dinyatakan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu: 
1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri 
2. Suami atau istri 
                                                            
 2Himpunan Undang-Undang  RI, Undang-Undang Tentang Perkawinan (Jakarta: Tri3nity, 





3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan 
4. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 undang-undang ini dan setiap 
orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap 
perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus. 
Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai 
kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. 
Keputusan tersebut tidak berlaku surut kepada anak-anak yang dilahirkan dari 
perkawinan tersebut, suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik3, kecuali 
terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya 
perkawinan lain yang lebih dahulu. 
Suatu perkawinan tidak dapat dinyatakan batal begitu saja, kecuali ada yang 
mengajukan pembatalannya melalui pengadilan. Oleh sebab itu, perkawinan yang 
telah berlangsung meskipun menyimpang dari undang-undang tetap sah menurut 
hukum Islam. Menurut para fuqoha dapat dilegalisasi oleh pengajuan buti-bukti surat 
keterangan tentang telah terjadinya perkawinan untuk diaktakan oleh pegawai 
pencatat nikah. Jika perkawinan yang dmaksudkan diajukan pembatalannya oleh 
pihak-pihak yang dinyatakan memiliki wewenang dan diputuskan oleh pengadilan 
tentang batalnya perkawinan tersebut, kedua mempelai dapat melakukan perkawinan 
                                                            






ulang sebagaimana perkawinan yang harus mengikuti prosedur yang berlaku dan 
dibenarkan oleh undang-undang. 
Perkawinan dalam Islam bukan semata-mata hubungan atau kontrak 
keperdataan biasa, tetapi mempunyai nilai ibadah, sebagaimana dalam KHI 
ditegaskan bahwa perkawinan sebagai akad yang sangat kuat untuk menaati perintah 
Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi 
Hukum Islam.4 
Dalam KHI dijelaskan bahwa perkawinan dilakukan bertujuan untuk 
mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. 
Dengan demikian, perlu adanya aturan dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan 
perkawinan yang dimaksud tercapai. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa rukun 
dalam suatu perbuatan harus terpenuhi demi terlaksananya suatu perbuatan. Rukun 
adalah sesuatu yang harus ada untuk sahnya suatu perbuatan dan menjadi bagian dari 
perbuatan tersebut. Dalam KHI rukun nikah terdapat dalam bab IV bagian kesatu 
Pasal 14 yang berisi:  untuk melaksanakan perkawinan harus ada5 
a. calon suami,  
b. calon istri, 
c. wali nikah, 
                                                            
 4Ibid, h. 431. 





d.  dua orang saksi 
e. ijab dan qabul.  
 Rukun nikah yang terakhir, yaitu ijab dan qabul merupakan rukun yang paling 
pokok, karena merupakan simbol keridaan laki-laki dan perempuan untuk mengikat 
hidup berkeluarga. Selain ijab dan qabul, keberadaan wali nikah pun sangat berperan 
penting. Walau Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak 
mengatur masalah wali nikah secara eksplisit, hanya dalam Pasal 26 Ayat (1) 
dinyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Nikah 
yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau perkawinan yang tidak dihadiri 
oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh pihak keluarga dalam 
garis lurus ke atas dari suami istri. Secara implisit bunyi Pasal 26 Undang-Undang 
No.1 tahun 1974 ini mengisyaratkan bahwa perkawinan yang tidak dilaksanakan oleh 
wali, maka perkawinan tersebut batal atau dapat dibatalkan. Jadi, ketentuan ini dapat 
dikembalikan kepada Pasal 26 Undang-Undang No. 2 tahun 1974 tentang 
Perkawinan, dimana ditegaskan bahwa ketentuan hukum agama adalah menjadi 
penentu dalam sah tidaknya suatu akad perkawinan. Ketentuan ini dpertegas lagi oleh 
Pasal 19 KH yang menyatakan bahwa wali dalam suatu akad perkawinan merupakan 






Jika ditinjau dari perspektif KHI, di dalam pasal 70 KHI dinyatakan 
perkawinan batal (batal demi hukum) apabila : 6 
a. Suami melakukan perkawinan,  sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah 
karena sudah mermpunyai ermpat orang isteri, srekalipun salah satu dari 
keermpat isterinya itu dalam iddah talak raj’i. 
b.  Seseorang menikahi bekas istrinya yang terlah dili’annya 
c. Seseorang menikahi bekas istrinya yan yang terlah dijatuhi tiga talak olehnya, 
kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang 
kermudian bercerai lagi ba’da dukhul dari pria terserbut dan telah habis masa 
iddahnya. 
d. Perkawinan di lakukan antara dua  orang yang yang mempunyai hubungan 
darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi 
perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu: 
1. Berhubungan darah dalam garis lurus ke bawah atau ke atas. 
2. Berhubungan darah dalam garis lurus keturunan menyamping yaitu 
antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara 
seorang dengan saudara neneknya. 
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu dan 
ayah tiri. 
                                                            





4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi 
atau paman sesusuan. 
Aturan-aturan perkawinan yang secara garis besar termuat didalam rukun dan 
syarat-syaratnya merupakan pagar yang membatasi setiap orang untuk melakukan 
perkawinan terlarang. Seorang laki-laki yang akan menikah dengan seorang 
perempuan harus memeriksa apakah antara dirinya dan perempuan itu terdapat 
faktor-faktor penghalang (mawani’) atau tidak. Di samping itu posisi saksi menjadi 
sangat menentukan. Berbeda dengan hukum Islam, hukum perdata tampaknya 
mengenal istilah pencegahan perkawinan apabila terdapat syarat-syarat yang tidak 
terpenuhi. Didalam hukum perdata, pencegahan mungkin terjadi karena alat 
kontrolnya yang sangat lemah, institusi pencegahan inilah yang diambil oleh UUP 
dan diikuti oleh KHI. Menurut Abdulmanan Afauzan, untuk terjadinya pencegahan 
perkawinan maka terlebih dahulu harus ada aangisfte (pemberitahuan), afkondiging 
(pengumuman), dan stuiting (pencegahan)7. Abdulmanan Afauzan, mengatakan 
dimuatnya pasal-pasal pencegahan di dalam UUP dan KHI adalah mengadopsi 
hukum perdata Barat. 
Institusi pembatalan perkawinan itu tetap penting baik di dalam UUP ataupun 
KHI karena akarnya ada di dalam kitab-kitab fikih. Hanya saja yang menjadi 
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persoalan di dalam fikih pembahasannya nikah fasid atau nikah yang batal ini 
termasuk di dalam lingkup al-Muhararamat min al-Nisa’ (wanita-wanita yang haram 
dinikahi). Dengan kata lain nikah fasid sama dengan larangan perkawinan. 
Sedangkan di dalam KHI masalah ini dibahas secara terpisah. Tidak ada perbedaan 
yang substansial aturan KHI yang terdapat dalam 39-44 Bab VI tentang larangan 
kawin dengan pasal 70-76 bab XI tentang batalnya perkawinan, khususnya yang 
berkenaan dengan perkawinan yang dapat dibatalkan. Bedanya hanya pada akibat 
yang ditimbulkan dari sebuah proses pembatalan. Sebaiknya pasal-pasal pembatalan 
perkawinan disatukan dengan pasal larangan kawin. 
Perkawinan adalah perjanjian suci, apabila perkawinan itu putus atau terjadi 
perceraian karena adanya hubungan sesusuan, tidak begitu saja selesai urusannya, 
akan tetapi ada akibat-akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang 
bercerai. Dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan mengenai 
akibat putusnya  perkawinan karena  perceraian, yaitu :8 
1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-
anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada 
perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi 
keputusannya. 
                                                            





2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 
pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak 
dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu 
ikut memikul biaya tersebut. 
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya 
penghidupan dan/atau menentukan sesuatu bagi bekas istrinya. 
Hubungan antara anak dan orang tua setelah putusnya perkawinan orang 
tuanya karena perceraian yang disebabkan karena orang tuanya memiliki hubungan 
sesusuan, maka kedua orang tua tetap berkewajiban untuk memelihara anak-anaknya. 
Suami (bapak) yang memberikan biaya pemeliharaan bagi anak-anaknya dan jika 
ayah tidak mampu melaksanakan tanggung jawab tersebut maka ibu bisa ikut 
memikul biaya pemeliharaan anak tersebut. Apabila suami tidak memenuhi tangung 
jawabnya maka bekas istri bisa meminta kepada Pengadilan Agama untuk 
menghukum bekas suami untuk membayar biaya pemeliharaan anak yang jumlahnya 
dianggap sesuai oleh Pengadilan Agama. Jadi hubungan antara orang tua dan anak 
tidak putus meskipun orang tuanya telah bercerai.  
Pembatalan perkawinan sebagai salah satu upaya pemutusan hubungan 
perkawinan adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab badan peradilan, 
mengingat akibat yang ditimbulkan tidak hanya menyangkut suami istri saja, tetapi 
juga termasuk keturunan dan pembagian harta kekayaan hasil perkawinan. Gugatan 





perkawinan itu dahulunya dilangsungkan, atau ke Pengadilan Agama yang 
mewilayahi tempat tinggal suami istri yang bersangkutan, atau ke Pengadilan Agama 
yang mewilayahi tempat kediaman salah seorang dari suami istri tersebut.9 
Pertimbangan hukum Majelis Hakim dengan status dari anak dari perkawinan 
yang dibatalkan merujuk kepada Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa dengan adanya pembatalan 
perkawinan tidak menyebabkan anak-anak yang lahir di dalam perkawinan tersebut 
statusnya menjadi anak luar kawin. Sebab sesuai dengan bunyi Pasal 28 ayat (2) 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 75 (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu 
keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang 
dilahirkan terhadap perkawinan tersebut. dan di dalam Pasal 76 Kompilasi Hukum 
Islam menyebutkan batalnya suatu perkawinan tidak memutuskan hubungan hukum 
antara anak dengan orang tuanya. Maka dengan dibatalkannya perkawinan antara 
suami isteri tersebut tidak akan memutuskan hubungan antara anak yang telah 
dilahirkan dalam perkawinan itu dengan kedua orang tuanya. 
Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan statusnya jelas anak 
sah sehingga ia berhak atas pemeliharaan dan pembiayaan serta waris. Dalam Pasal 
105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum 
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mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak dari ibunya, dan ia berhak untuk 
memilih untuk tinggal dengan ayah atau ibunya setelah ia mumayyiz. Namun biaya 
pemeliharaan tetap ditanggung oleh ayahnya. Kedua orang tua wajib memelihara dan 
mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya, hal ini berlaku sampai dengan anak tersebut 
kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban ini terus berlangsung terus walaupun 
perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus.  
C. Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sinjai Terhadap 
Kedudukan Anak Akibat Batalnya Perkawinan karena Hubungan Sesususan 
 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sinjai memandang bahwa 
pernikahan yang dilakukan dengan seseorang yang memiliki hubungan sesusuan 
adalah haram. Adapun bahwa kadar susuan yang dapat mengharamkan pernikahan 
menurut para ulama adalah dengan memenuhi tujuan menyusui serta rukun dan 
syaratnya, empat madzhab berbeda pendapat mengenai hal ini. Hanafi dan Maliki 
berpendapat bahwa dalam penyusuan tidak ada batasan yang tegas, karena menurut 
mereka yang penting adalah air susu yang diisap itu sampai ke perut anak, sehingga 
memberikan energi dalam pertumbuhan anak.  
Sedangkan menurut Madzhab Syafi’i dan Hambali kadar susuan yang bisa 
mengharamkan nikah adalah dengan menyusui lima kali menyusu sampai kenyang 
atau lebih dan dilakukan secara terpisah. Adapun alasan dari Madzhab Hanafi dan 
Maliki adalah keumuman dari surah Al-Nisa ayat 23, Selain surah Al-Nisa juga ada 





mengawini Yahya binti Abi Ihab sedangkan ia dengan Ihab adalah saudara sesusuan. 
Dan alasan dari Madzhab Syafi’i dan Hambali adalah sebuah hadist riwayat dari 
Aisyah binti Abu Bakar menyatakan bahwa pernah turun dari Al-Qur’an sepuluh kali 
susuan yang mengharamkan kemudian dinasakh dengan lima kali susuan sampai 
Rasulullah wafat.10 
Untuk melihat bagaimana kedudukan anak setelah batalnya perkawinan 
karena hubungan sesusuan menurut  Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten 
Sinjai dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan Ketua Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) Kabupaten Sinjai Bapak Drs. H. Abd. Hamid, DM berikut 
penuturannya: 
“Seorang pria dan wanita yang memiliki hubungan nasab dalam hal ini 
hubungan sesusuan tidak boleh melakukan pernikahan karena jelas dalam al-
Qur’an dan Hadist bahwa pernikahan tersebut dilarang dan hukumnya adalah 
haram, selanjutnya jika telah terlanjur terjadi pernikahan diantara keduanya 
sebelum mereka mengetahui bahwa keduanya memiliki hubungan sesusuan dan 
mereka memiliki keturuanan (anak) maka anak tersebut hanya memiliki 
hubungan keperdataan dengan ibunya saja”.11 
 
Pertimbangan hukum yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan 
dari Pengadilan Agama adalah karena perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-
syarat perkawinan, adanya penipuan status dari calon mempelai, kurang telitinya 
pemeriksaan administrasi calon suami isteri, kurang pahamnya masyarakat terhadap 
                                                            
10Jannatun Firdaus, www. kadar sesusuan.com, di akses pada tanggal  02 Januari 2012. 
11Abd. Hamid, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sinjai, wawancara oleh 





ketentuan hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan. Banyak akibat yang 
ditimbulkan dari suatu proses pembatalan perkawinan, antara lain : 
Akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan mempunyai beberapa dampak 
hukum antara lain terhadap suami isteri dengan adanya pembatalan perkawinan, yaitu 
diantara keduanya dianggap tidak pernah terjadi perkawinan. Jadi putusan pengadilan 
berlaku surut terhadap perkawinan yang telah dibatalkan, maksudnya sejak 
perkawinan mereka dilangsungkan sampai dengan adanya putusan pembatalan 
perkawinan maka perkawinan mereka dianggap tidak pernah terjadi, hal ini sesuai 
dengan yang tertera dalam Pasal 28 Undang-undang Perkawinan bahwa keputusan 
berlaku sejak berlangsungnya perkawinan. Dan hal ini berlangsung setelah 
pembatalan perkawinan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, yaitu 
setelah mendapat Keputusan Pengadilan.  
Sedangkan akibat hukum terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan yang 
telah dibatalkan statusnya adalah jelas merupakan anak sah baik di dalam Undang-
undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, walaupun salah seorang dari 
orangtuanya atau kedua orang tuanya mempunyai itikad buruk. Sebab pembatalan 
perkawinan tidaklah berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan di dalam 
perkawinan tersebut. Jadi si anak tetap mendapatkan pemeliharaan, pembiayaan dan 
mewaris dari kedua orang tuanya. Walaupun sebelum mumayyis si anak berada di 
pihak ibunya namun setelah si anak mummayis maka ia dapat menentukan untuk 





berdosa menanggung akibat tidak mempunyai orang tua hanya karena kesalahan yang 
telah dilakukan oleh kedua orangtuanya dalam hal ini menikah dengan seseorang 
yang memiliki hubungan sesususan dengannya. Menurut H. Roslan, M.Ag sekretaris 
MUI Kabupaten Sinjai mengatakan bahwa: 
“Mengenai harta bersama (harta gono gini) tetap menjadi milik bersama, jika 
terjadi pembatalan perkawinan maka harta bersama akan di bagi menurut 
hukum masing-masing agamanya, namun biasanya di dalam hukum Islam jika 
terjadi perpisahan maka harta bersama akan dibagi dua, dan masing-masing 
memperoleh setengah, hal ini selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian 
perkawinan. Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri mengenai harta 
bersama maka penyelesaiannya adalah melalui Pengadilan Agama”12 
 
Pertimbangan hukum Majelis Hakim dengan status dari anak dari perkawinan 
yang dibatalkan merujuk kepada Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa dengan adanya pembatalan 
perkawinan tidak menyebabkan anak-anak yang lahir di dalam perkawinan tersebut 
statusnya menjadi anak luar kawin. Sebab sesuai dengan bunyi Pasal 28 ayat (2) 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 75 (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu 
keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-ayang dilahirkan 
terhadap perkawinan tersebut. dan di dalam Pasal Kompilasi Hukum Islam 
menyebutkan batalnya suatu perkawinan tidak memutuskan hubungan hukum antara 
anak dengan orang tuanya. Maka dengan dibatalkannya perkawinan antara suami 
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isteri tersebut tidak akan memutuskan hubungan antara anak yang telah dilahirkan 
dalam perkawinan itu dengan kedua orang tuanya.  
Baik dalam Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam 
dengan tegas dinyatakan bahwa anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang 
telah dibatalkan dinyatakan tidak berlaku surut, meskipun salah seorang dari orang 
tuanya beritikad buruk/ keduanya beritikad buruk. Ini berdasarkan rasa kemanusiaan 
dan kepentingan anak-anak yang tidak berdosa sehingga patut untuk mendapatkan 
perlindungan hukumm dan tidak seharusnya bila anak yang tidak berdosa harus 
menanggung akibat tidak mempunyai orang tua, hanya karena kesalahan 
orangtuanya. Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan statusnya jelas 
anak sah sehingga ia berhak atas pemeliharaan dan pembiayaan serta waris. Dalam 
Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum 
mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak dari ibunya, dan ia berhak untuk 
memilih untuk tinggal dengan ayah atau ibunya setelah ia mumayyiz. Namun biaya 
pemeliharaan tetap ditanggung oleh ayahnya. Kedua orang tua wajib memelihara dan 
mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya, hal ini berlaku sampai dengan anak tersebut 
kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban ini terus berlangsung terus walaupun 
perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 







D. Pandangan Masyarakat Terhadap Kedudukan Anak Akibat Pembatalan 
Perkawinan Karena Hubungan Sesusuan. 
 
Batalnya perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai 
kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. 
Sehingga dengan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut 
dibatalkan maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada walaupun 
perkawinan baru dilangsungkan ataupun telah berlangsung lama. Dan diharamkan 
bagi mereka yang perkawinannya telah dibatalkan untuk melakukan hubungan suami 
isteri. Di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 75 
Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai 
setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku 
sejak saat berlangsungnya perkawinan. Dan di dalam Pasal 28 ayat (2) sub b 
disebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan tidaklah berlaku surut terhadap Suami 
atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila 
pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.  
Masyarakat Kabupaten Sinjai memandang bahwa pernikahan yang dilakukan 
karena hubungan sesusuan disebabkan karena beberapa faktor yaitu: 
1. Kurangnya silaturahmi antar keluarga.    
Pernikahan yang dilakukan oleh salah seorang masyarakat Sinjai dengan 





kurangnya jalinan silaturahmi, sehingga perkenalan oleh anggota keluarga 
masing-masing diharuskan tertunda atau tidak saling mengenal sama sekali 
antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya. Seperti pelaku 
pernikahan sesusuan oleh Y dan Z yang berawal dari sebuah pertemuan yang 
tidak saling mengenal satu sama lain tentang asal-asul keluarga masing-
masing. Hubungan sesusuan diantara keduaya kemudian diketahui setelah 2 
tahun pernikahan. Berikut penuturan pelaku pernikahan sesusuan: 
“saya dan suami baru mengetahui bahwa kami mempunyai hubungan 
sesusuan setelah usia pernikahan kami menginjak tahun ke 2 dan telah 
memiliki seorang putra, hal ini diketahui dari tante suami yang baru 
sempat menceritakan disebabkan karena tempat tinggal tante  dan kami 
yang berbeda (kalimantan), setelah itu suami mengajukan pembatalan 
perkawinan di pengadilan agama Kabupaten Sinjai”13 
 
2. Kurangnya Pengetahuan   
Salah satu penyebab sehingga seseorang menikah dengan seseorang yang 
memiliki hubungan sesusuan menurut masyarakat Kabupaten Sinjai 
dikarenakan minimnya pengetahuan baik tentang agama maupun pendidikan. 
Pada tahun 2010 di Kabupaten Sinjai, tingkat partisipasi masyarakat dalam 
dunia pendidikan memang mengalami peningkatan yang disebabkan karena 
adanya program pendidikan gratis yang dicanangkan pemerintah daerah 
Kabupaten Sinjai guna memberikan kesempatan pada masyarakat untuk 
mengenyam bangku pendidikan serta meningkatkan kualitas maupun 
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kuantitas sarana dan prasarana sekolah. Akan tetapi kesempatan tersebut tidak 
dipergunakan sebaik mungkin bahkan banyak siswa maupun mahasiswa di 
Kabupaten Sinjai tidak belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat lebih 
memahami hukum-hukum yang berlaku baik hukum agama maupun hukum 
positif.14 
Tabel 2 
Banyaknya murid atau siswa yang ditamatkan pada sekolah Negeri menurut 

















Sumber Data: Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai 
 
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pendidikan di Kabupaten Sinjai 
mengalami peningkatan. Akan tetapi, kualitas yang dihasilkan tidak semaksimal yang 
diharapkan pada umumnya oleh karena tenaga pendidik (guru) dalam memberikan 
metode pelajaran belum memenuhi standar yaitu berbasis Kurikulum Tingkat Satuan 
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Desa Pattongko Kecamatan Sinjai Tengah,  tanggal 21 Februari 2012. 
 Tingkat dan Jenis Sekolah  




1 2 3 4 5 6 
Sinjai Barat 40 343 230 99 - 
Sinjai Borong - 292 117 76 - 
Sinjai Selatan - 780 575 210 - 
Tellu Limpoe - 763 355 104 - 
Sinjai Timur - 545 296 176 - 
Sinjai Tengah - 474 153 114 - 
Sinjai Utara 75 887 551 428 487 
Bulupoddo 37 339 209 103 - 





Pendidikan (KTSP) yang notabenenya kurikulum tersebut diharapkan baik siswa 
maupun guru mampu mengembangkan kompetensi belajar mengajar di sekolah. 
Selain itu, sarana dan prasarana d sekolah maupun kampus di Kabupaten Sinjai juga 
belum mendukung untuk dilaksanakan proses belajar mengajar yang efektif. Dan juga 
ketidakmaksimalan proses belajar mengajar ini dipengaruhi oleh kurangnya tingkat 
kesadaran siswa maupun mahasiswa dalam belajar di Kabupaten Sinjai, melihat 
banyaknya paradigma berfikir siswa maupun mahasiswa dalam menilai pelajaran 







 Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan hasil penelitian yang penulis 
susun pada bab-bab sebelumnya, maka pada bagian ini penulis akan mengemukakan 
beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Proses penyelesaian hukum terhadap anak yang orang tuanya memiliki 
hubungan sesusuan di Kabupaten Sinjai yaitu Anak yang dilahirkan dari 
perkawinan yang dibatalkan tersebut, statusnya jelas anak sah sehingga ia 
berhak atas pemeliharaan dan pembiayaan serta waris. Dalam Pasal 105 
Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum 
mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak dari ibunya, dan ia berhak 
untuk memilih untuk tinggal dengan ayah atau ibunya setelah ia mumayyiz. 
Namun biaya pemeliharaan tetap ditanggung oleh ayahnya. Kedua orang tua 
wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya, hal ini berlaku 
sampai dengan anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban 
ini terus berlangsung terus walaupun perkawinan antara kedua orang tuanya 
telah putus. 
2. Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sinjai terhadap 
kedudukan anak setelah putusnya perkawinan karena hubungan sesusuan oleh 
orang tuanya, akibat hukum terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan 
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yang telah dibatalkan statusnya adalah merupakan anak sah baik di dalam 
Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, walaupun 
salah seorang dari orangtuanya atau kedua orang tuanya mempunyai itikad 
buruk. Sebab pembatalan perkawinan tidaklah berlaku surut terhadap anak-
anak yang dilahirkan di dalam perkawinan tersebut. Jadi si anak tetap 
mendapatkan pemeliharaan, pembiayaan dan mewaris dari kedua orang tuanya 
 
B. Saran 
  Agar hasil penelitian tidak hanya untuk menjadi persyaratan untuk mencapai 
gelar sarjana maka ada beberapa saran atau rekomendasi kepada Pemerintah pada 
umumnya dan masyarakat pada khususnya agar praktek pernikahan sesusuan tidak 
terjadi lagi terkhusus di Kabupaten Sinjai. Adapun saran-saran tersebut antara lain: 
1. Sebaiknya pemerintah lebih memperketat dalam mengadakan pemeriksaan 
data-data sebelum dilakukan perkawinan yakni mengenai status dan 
keabsahan data masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan 
sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti permintaan untuk 
membatalkan pernikahan. Untuk itu perlulah kiranya pihak penegak hukum 
memberikan serangkaian kegiatan yang bersifat pembelajaran dan penyuluhan 
hukum kepada masyarakat.  
2. Bagi masing-masing calon mempelai sebelum melangsungkan pernikahan 
sebaiknya saling mengadakan penelitian tentang mereka apakah mereka saling 
mencintai dan apakah kedua orang tua mereka menyetujui/ merestui. Dan 
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meneliti apakah ada halangan perkawinan baik menurut hukum munakahat 
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